
Menimbang 

SALINAN 

BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR 9 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

:a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah menyebutkan bahwa “pelaksanaan pembayaran atas 

keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 100”o pada tahun berkenaan, pemerintah daerah 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD 

untuk selanjutnya ditampung pada Peraturan Daerah Perubahan 

APBD, pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan, mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD 

dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran: 

berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Nomor : S-45/PK/2023, tentang Pemberian THR Guru berupa 50Y4 

TPG dan/atau 5090 Tamsil Bagi Guru Daerah yang tidak 

menganggarkan TPP Tahun 2023, maka perlu merubah Peraturan 

Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024, 



Mengingat 

ke
) 

SALINAN 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269): 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614): 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83),



10. 

11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

SALINAN 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165): 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6056): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024: 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2024: 

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal 1 

Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024 terdiri atas : 

1, Pendapatan 

a. Semula Rp 986.192.077.537,00 

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. - 

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 986.192.077.537,00 

2. Belanja 

a. Semula Rp. 976.303.675,513,00



SALINAN 

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 7.819.708.552,00 

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 984.123.384.065,00 

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp. 2.068.693.472,00 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Semula Rp. - 

Bertambah / Berkurang Rp. 7.819.708.552,00 

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 7.819.708.552,00 

b. Pengeluaran Semula Rp. 9.888.402.024,00 

Bertambah / berkurang Rp. - 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 9.888.402.024,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. (2.068.693.472,00) 

Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah 

perubahan Rp. - 

Pasal 2 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut dalam lampiran peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 
pada tanggal 29 Januari 2024 
BUPATI BONE BOLANGO, 

ttdtcap 

MERLAN S. ULOLI 
Diundangkan di Suwawa 
pada tanggal 29 Januari 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

ttdtcap 

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19641106 199103 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR 9 

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya 
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Asisten Bidang Pemerintahan 

NIP. 19080516 200501 1 008
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